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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan 

masalah yang ada, maka kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bagi Pelaku UMKM di Kota Batu 

Selama Masa Pandemi Covid-19 

Pelayanan perizinan berusaha yang diselenggarakan oleh DPMPTSP 

Kota Batu tetap berjalan meskipun ada Pandemi Covid-19. Ada perbedaan 

pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP apabila dibandingkan sebelum 

terjadinya Pandemi Covid-19, dimana para pegawai DPMPTSP banyak yang 

bekerja dari rumah dan sosialiasi tentang perizinan berusaha juga tidak 

dilakaukan karena anggaran dana untuk sosialisasi dipangkas untuk dialihkan 

pada kepentingan penanganan penyebaran virus Covid-19. Selain itu, jumlah 

pemohon yang mengunjungi DPMPTSP untuk mengurus izin usha sedikit 

jumlahnya.  

DPMPTSP Kota Batu sudah menerapkan sistem OSS RBA sejak sistem 

tersebut berlaku secara efektif di daerah, tepatnya pada bulan Agustus 2021. 

Sayangnya, penerapan sistem OSS RBA dalam memberikan pelayanan 

perizinan berusaha kepada para pemohon masih sering mengalami kendala 

dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut antara lain adalah 

kurangnya kemampuan dan keahlian pegawai DPMPTSP Kota Batu dalam 
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mengoperasikan sistem OSS RBA, server pada sistem OSS RBA yang sering 

down, dan kesalahan penentuan KBLI yang terdapat pada sistem OSS RBA. 

Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS 

RBA di DPMPTSP Kota Batu dapat dilakukan secara mandiri oleh Pelaku 

Usaha, Namun apabila Pelaku Usaha belum bisa mengoperasikan sistem OSS 

RBA secara mandiri, maka DPMPTSP akan memberikan pendampingan. 

Pendampingan tersebut berupa pelayanan berbnatuan secara interaktif dengan 

pemohon dan pelayanan bergerak yang diwujudnyatakan melalui program 

Mampir Boss. 

2. Kemudahan dalam Hal Perizinan Berusaha dan Kemudahan Lainnya Bagi 

Pelaku UMKM di Kota Batu Selama Masa Pandemi Covid-19 

Sistem OSS RBA yang berlaku secara efektif di DPMPSTP Kota Batu 

pada saat terjadi Pandemi Covid-19 telah memberikan kemudahan dalam hal 

perizinan berusaha bagi Pelaku UMKM. Kemudahan yang dirasakan oleh 

Pelaku UMKM dalam hal perizinan berusaha antara lain adalah proses 

pendaftaran izin usaha menjadi lebih cepat dan sederhana, pelayanan 

perizinan berusaha yang tidak memungut biaya, dan adanya pendampingan 

bagi Pelaku UMKM dalam mendaftarkan izin usaha. 

Kemudahan lain yang dirasakan oleh Pelaku UMKM Kota Batu antara 

lain adalah mendapatkan pendampingan dan pelatihan dari PLUT guna 

mengembangkan kegiatan usaha, memperoleh bantuan dana dari Pemerintah, 

dan pembebasan biaya untuk mendapatkan sertifikasi produk halal. Meskipun 

begitu ada permasalahan terkait pelatihan dan pendampingan yang diberikan 
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oleh PLUT kepada Pelaku UMKM. Ada beberapa Pelaku UMKM yang 

menilai bahwa pelatihan yang diberikan PLUT tidak tepat guna, kurang 

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing 

Pelaku UMKM, cendurung monoton, tidak bervariatif, dan tidak 

berkelanjutan. Selain itu, juga terdapat kritik yang diberikan oleh beberapa 

Pelaku UMKM kepada 5 konsultan yang disediakan oleh PLUT untuk 

bertugas memberikan pembinaan bagi Pelaku UMKM. Ada beberapa Pelaku 

UMKM yang menilai bahwa cara kerja 5 konsultan tersebut dalam 

memberikan arahan dan pembinaan masih kurang aktif.  

Mengenai kemudahan dalam mendapatkan bantuan dari Pemerintah 

kepada Pelaku UMKM, tidak semua Pelaku UMKM mendapatkan bantuan 

dana tersebut dikarenakan 3 hal. Pertama, permohanan permintaan bantuan 

dana ditolak oleh Pemerintah padahal Pelaku UMKM yang bersangkutan 

sudah memenuhi segala persyaratan yang ada. Kedua, bantuan dana dari 

Pemerintah hanya difokuskan dan ditargetkan untuk Pelaku UMKM di sektor 

atau jenis usaha tertentu saja. Selain itu, memang ada beberapa Pelaku 

UMKM yang tidak mengajukan permohonan permintaan bantuan dana. 

Ada beberapa Pelaku UMKM yang juga tidak memahami manfaat dan 

kemudahan-kemudahan yang diperoleh dengan mengantongi izin usaha. 

Beberapa Pelaku UMKM hanya memandang bahwa izin usaha hanyalah 

sebatas syarat administratif saja dan tidak merasakan kemudahan serta 

manfaat lainnya. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, 

maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut ini: 

1. Kepada Pemerintah Pusat: 

a. Memberikan pelatihan yang memadai kepada pegawai DPMPTSP Kota 

Batu dalam mengoperasikan sistem OSS RBA dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha kepada para 

pemohon. 

b. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan server yang mendukung 

kelancaran sistem OSS RBA untuk mengantisipasi terjadinya server yang 

down. 

2. Kepada DPMPTSP Kota Batu: 

a. Menggencarkan sosialiasi dan penyuluhan tentang tata cara pendaftaran 

izin usaha, terutama mengenai penentuan KBLI yang berada di sistem OSS 

RBA. Sosialisasi dan peyuluhan dengan memberikan informasi terkait tata 

cara penentuan KBLI melalui website resmi yang dimiliki oleh DPMTSP 

Kota Batu yaitu: www.dpmptsp.batukota.go.id .  

b. Meningkatkan sosialiasi tentang manfaat serta kemudahan-kemudahan 

yang diperoleh Pelaku UMKM apabila sudah mengantongi izin usaha.  

c. Dalam hal menyelenggarakan program Mampir Boss, DPMPATP Kota 

Batu dapat menggencarkan sosialisasi mengenai keberadaan program 

Mampir Boss melalui media sosial dan media massa.   

 

 

http://www.dpmptsp.batukota.go.id/
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d. Meningkatkan kerja sama dan juga menjalin komunikasi aktif dengan 

perangkat desa untuk membahas permalasahan yang dihadapi oleh para 

Pelaku UMKM di masing-masing desa. Setelah mengetahui permasalahan 

serta tantangan yang dihadapi oleh Pelaku UMKM, DPMTSP Kota Batu 

dapat memberikan solusi terbaik untuk memecahkan tantangan dan 

permasalahan tersebut. 

3. Kepada PLUT Kota Batu: 

a. Melakukan inovasi dan pembaharuan terhadap pelatihan dan 

pendampingan yang diberikan agar tidak monoton dengan menyebarkan 

kuesioner yang menanyakan soal kebutuhan dan kepentingan yang 

dimiliki oleh Pelaku UMKM.  

b. Mengawasi kinerja konsultan dalam memberikan bimbingan kepada 

Pelaku UMKM untuk mengembangkan kegiatan usaha. Sudah sebaiknya 

juga dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang diberikan oleh konsultan 

tersebut dalam membimbing Pelaku UMKM.  

4. Kepada Pelaku UMKM: 

Pelaku UMKM harus lebih proaktif dan berinisiatif dalam mencari 

informasi mengenai tata cara pendaftaran izin usaha, pelatihan dan 

pembinaan UMKM, bantaun dana dari Pemerintah, dan lain sebagiannya. 

Pada zaman yang semakin modern ini, media massa dan media sosial sangat 

mudah diakses, oleh karena itu sebaiknya Pelaku UMKM menggunakan 

kedua platform tersebut untuk menggali informasi mengenai hal-hal serta 
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kegiatan-kegiatan yang dapat semakin mendukung berjalannya kegiatan 

usaha yang dimiliki. 
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